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Abstract

The implementation of the One-Stop Integrated Service Program (PTSP) at the Singkil Class II District
Court, providing services to justice-seeking communities is still not perfect. The speed of service and
transparency in is still lacking. Likewise, inefficient service times are very detrimental to the receiving
community, so this causes gratuities and cannot support corruption-free programs. This research aims to
find out how to implement the PTSP program at the Military Court I1I-14 Denpasar, and to find out what
are the obstacles faced by the agency to the implementation of PTSP at the Military Court III-14
Denpasar. So that the author carries out a one-stop integrated service socialization program at the Military
Court I1I-14 Denpasar. The implementation of the socialization of the One Stop Integrated Service system
or PTSP was carried out in the meeting room of the Military Court I1I-14 Denpasar so that the audience
could understand the effectiveness of the PTSP system at the Military Court I1I-14 Denpasar. The method
that the servant uses is the implementation and counseling method where the servant will get direct
feedback from the audience. This method is very effective because the servant can see whether the
audience can understand what the servant explains in this socialization.

Keywords: Socialization, Implementation, One Stop Integrated Service.

Abstrak

Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Singkil Kelas II,
memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan masih belum sempurna. kecepatan pelayanan
dan transfaransi dalam masih kurang. Begitu pun juga waktu pelayanan yang kurang efisien sangat
merugikan masyarakat penerima layanan, sehingga hal ini menimbulkan terjadinya gratifikasi serta tidak
dapat mendukung program bebas korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
penerapan program PTSP di Pengadilan Militer I1I-14 Denpasar, dan untuk mengetahui Apa saja kendala
yang dihadapi oleh instansi terhadap penerapan PTSP di Pengadilan Militer I1I-14 Denpasar.sehingga
penulis melaksanakan program sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Militer I1I-14
Denpasar. Pelaksanaan sosialisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP ini dlaksanakan di
ruang rapat Pengadilan Militer I1I-14 Denpasar agar para audience bisa memahami efektivitas sistem
PTSP di Pengadilan Militer 111-14 Denpasar. Metode yang pengabdi gunakan adalah metode pelaksanaan
dan penyuluhan dimana pengabdi akan mendapatkan umpan balik langsung dari audience. Metode ini
sangat efektif karena pengabdi bisa melihat apakah para audience bisa mengerti apa yang pengabdi
jelaskan dalam sosialisasi ini.

Kata kunci: Sosialisasi, Penerapan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PENDAHULUAN mempermudah ataumeefiensikan waktu.

Di era globalisasi yang serba Tidak terkecuali untuk Mahkamah
mudah dan cepat ini banyak pelayanan Agung dan  jajaran  Pengadilan
publik  khususnya di  lembaga dibawahnya yang juga ikut
pemerintah yang terus meningkatkan meningkatkan dan meyederhanakan
pelayananya yang bertujuan untuk pelayanan  publik  dengan cara
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menerapkan  suatu  sistem  yaitu
PelayananTerpadu Satu Pintu atau yang
bisa kita persingkat menjadi PTSP.

Melalui sistem PTSP ini MA
dan jajaran Pengadilan dibawahnya
ingin memberikan pelayanan yang
terbaik dan efisien dalam pelayanan
publik yang dimana prosesnya dimulai
dari tahap pertama atau tahap awal
seperti pendaftaran atau permohonan,
administrasi, sampai hasil akhir seperti
terbitnya sebuah dokumen. Yang
dimana semua itu dilakukan di dalam
satu tempat saja. Itu semua sebagai
wujud keseriusan Mahkamah Agung
(MA) terhadap penerapan pelayanan
publik yang efisien,

Pengadilan =~ Militer 111-14
Denpasar memiliki  tujuan  dalam
menyelenggarakan sisten PTSP ini yaitu
diantara lain mewujudkan proses
pelayanan  yang  cepat, mudah,
transparan, terukur sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan dan
memberikan pelayanan yang prima,
akuntabel, dan anti korupsi, kolusi,
nepotisme, Dalam menyelenggarakan
PTSP juga tentu saja memiliki beberapa
prinsip-prinsip dasar agar sistem ini
berjalan dengan baik sesuai dengan
tujuan awal seperti keterpaduan, efektif,
efisien, ekonomis, koordinasi,
akuntabilitas, dan aksesbilitas.

METODE

Pelaksanaan sosialisasi sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau
PTSP ini dlaksanakan di ruang rapat
Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar
para  audience  bisa memahami
efektivitas sistem PTSP di Pengadilan
Militer III-14 Denpasar. Metode yang
pengabdi gunakan adalah metode
pelaksanaan dan penyuluhan dimana
pengabdi akan mendapatkan umpan
balik langsung dari audience. Metode
ini sangat efektif karena pengabdi bisa
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melihat apakah para audience bisa
mengerti apa yang pengabdi jelaskan
dalam sosialisasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian di laksanakan di
Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
Yang di lakukan pada hari Senin, 26
Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberi penyuluhan dan mengedukasi
betapa mudah dan efisiennya sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau
yamg biasa disingkat dengan PTSP di
Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
Setelah pengabdi melakukan sosialisasi
tersebut para audience menjadi lebih tau
apa itu sistem PTSP, paham bagaimana
cara kerja dari sistem PTSP dan
menyadari dengan adany sistem ini
membuat pelayanna publik menjadi
lebih cepat dan mudah

Tahapan Melakukan Sosialisasi :

1. Sebelum

mengimplementasikannya

pengbadi membuat sturuktur
kegiatan dan membuat materi
yang akan dibagikan kepada

paraaudience

2. Pada saat
mengimplementasikan
pengabdi menjelaskan
pengertian  sistem  PTSP,
bagaimana  mekanismenya

apa saja tujuan PTSP dan apa
prinsip PTSP di Pengadilan
Militer III-14 Denpasar, lalu
setelah itu agar pengabdi
menerima feedback, pengabdi
melakukan sesi tanya jawab
denganpara audience

3. Tahapan yang terakhir tentu
saja melakukan dokumentasi
untuk mennyediakan
dokumen-dokumen  sebagai
bukti akurat, biasanya berupa
foto-foto.
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Gambar 1 : Kegiatan Sosialisasi

SIMPULAN
Darii  pengabdian ini dapaat
menarik  suatu  kesimpulan  yaitu

pelayanan public di era globalisasi ini
sudah mengalamo kemajuan pesat.
Pelayanan publik saat ini sudah sangat
mudah dan memakan waktu yang
sedikitsehingga orang-orasng

bisa meefiensikan
waktunya dengan baik. Sama hal nya
dengan PTSP ini yang melakukan tahap
awal pendaftaran sampai terbitnya suatu
dokumen hanya perlu di lakukan di satu
tempat saja.
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